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Pendahuluan

ajian ini meneliti interaksi antara
Kmasyarakat dan perusahaan kayu di

berbagai wilayah konsesi. Fokus ini
sebagian besar dimotivasi oleh meluasnya
kekhawatiran bahwa sering kali masyarakat lokal
mengalami kerugian ekonomi maupun kerugian
lain akibat proses pembalakan kayu di sejumlah
negara berkembang. Dengan menyelidiki interaksi
yang ada antara masyarakat dan perusahaan -
termasuk bagaimana pengaturan dapat saling
menguntungkan atau tidak, dan bagaimana
sejumlah konflik dapat diselesaikan secara lebih
mudah atau lebih sulit — penelitian ini menciptakan
kerangka kerja untuk penyelidikan lebih lanjut dari
permasalahan tersebut. Pemahaman yang lebih
baik tentang interaksi masyarakat — perusahaan
dalam konsesi kayu dapat menjadi bahan informasi
untuk kebijakan yang lebih baik untuk membantu
masyarakat mempertahankan hak mereka, dan
menyediakan masukan tentang kondisi yang
memungkinkan pencapaian hasil yang diinginkan
dalam sistem ekologi sosial hutan.

Walaupun saat ini pengetahuan tentang hubungan
antara pengguna hutan lokal dan pemegang
konsesi kayu meningkat, pemahaman tentang
alasan di balik beragamnya hasil dari kemitraan
antar kelompok yang nampaknya bermaksud baik
masih sangat terbatas. Mengapa ada usaha yang
berhasil dalam menciptakan kesepakatan saling
menguntungkan, sementara usaha lainnya tidak?
Faktor-faktor kontekstual dan struktural apa saja
yang dapat menjelaskan variasi hasil tersebut?
Studi ini bertujuan mencari jawaban untuk
berbagai pertanyaan ini. Kami melakukannya

secara sistematis dengan meninjau sejumlah besar
studi empiris dari beragam konteks baik nasional
maupun lokal. Lebih khusus lagi, kami mengamati
berbagai macam keterampilan dan keahlian lokal
yang penting bagi pengelolaan konsesi kayu yang
baik, bagaimana masyarakat lokal dan pengelola
konsesi dapat membangun hubungan yang saling
menguntungkan, sejumlah strategi yang paling
efektif bagi masyarakat untuk mempertahankan
klaim mereka dalam konflik dengan perusahaan
swasta, dan beberapa jenis kebijakan publik yang
mendukung bentuk yang berkesetaraan dari
kerjasama dalam pengelolaan konsesi hutan.

Penemuan utama dari tinjauan literatur ini adalah
bahwa konteks kelembagaan pada tingkat nasional
maupun lokal dapat menjelaskan secara kritis
mengapa hubungan antara sebagian masyarakat
dan pihak konsesi dapat saling menguntungkan,
sedangkan sebagian lainnya hanya menguntungkan
pihak pemegang konsesi saja. Beberapa studi yang
telah dilakukan mengarah pada satu hasil yang
sama: bila konsesi pengusahaan hutan dibiarkan
beroperasi tanpa batasan sosial maupun politik
yang efektif pada tingkat nasional dan lokal,

maka sebagian besar masyarakat lokal dirugikan
dalam penyelenggaraan konsesi tersebut. Namun
demikian, sebagian besar studi sepakat juga bahwa
apabila konsesi secara efektif dibatasi, maka
masyarakat mengalami lebih sedikit kerugian

atau bahkan pada beberapa kasus memperoleh
keuntungan bersih.

Tinjauan literatur ini secara sistematis meninjau
42 publikasi yang terkait dengan topik Kontribusi
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Masyarakat Lokal terhadap Konsesi Pengelolaan
Kayu. Tinjauan kami mengidentifikasi tiga
kesenjangan utama - beberapa aspek yang menurut
kami kurang didalami oleh para peneliti saat ini.
Pertama, analisis empiris mendasar tentang
interaksi antara masyarakat dan pemegang
konsesi kayu secara umum masih kurang. World
Bank (2009) telah mengumpulkan data primer
dari berbagai ahli yang terlibat dalam kemitraan
konsesi-masyarakat, yang bertujuan untuk
mengidentifikasi ciri terpenting untuk berhasilnya
kemitraan. Sama halnya dengan Nawir dkk. (2003)
yang mengumpulkan data lapangan pada tiga
konsesi di Kalimantan Timur, bekerja sama dengan
para pemegang konsesi, dengan tujuan untuk
mengetahui motivasi dan dampak dari penataan
hubungan masyarakat-perusahaan yang berbeda.
Namun, di samping kedua penelitian tersebut,
hanya terdapat sedikit koleksi data lapangan yang
sistematis untuk melakukan analisis komparatif
tentang topik ini. Berbagai studi lain telah
mengumpulkan data lapangan untuk membahas
beberapa isu terkait konsesi hutan dan aspek

sosial secara umum, namun tidak secara khusus
berfokus pada interaksi antara pemegang konsesi
kayu dan masyarakat lokal (misalnya, lihat antara
lain: Mendoza dan Prabhu 2000, Palmer 2004,
Donovan dan Puri 2004, Becker dan Ghimire 2003,
Thapa dkk. 1995).

Kesenjangan yang ke dua mengacu pada
kurangnya pandangan/opini masyarakat tentang
hubungan antara konsesi dan masyarakat.
Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh World
Bank (2009) secara umum telah gagal untuk
menangkap sudut pandang masyarakat tersebut.
Dari 89 aktor yang diwawancarai dalam studi
tersebut, hanya satu yang merupakan perwakilan
masyarakat. Ketika berbicara tentang hubungan
antara konsesi dan masyarakat, menilai faktor
apa sajakah yang berfungsi dan yang tidak
merupakan hal yang sangat sulit, jika analisis
tersebut hanya mempertimbangkan salah satu
sisi dari hubungan tersebut. Namun, kami
menjumpai beberapa studi yang didasarkan pada
data dari kelompok pengguna sumber daya lokal.
Nawir dkk. (2003) menyajikan penemuan yang
diperoleh dari studi lapangan pada masyarakat
yang terkena dampaknya, meskipun metodologi
survei yang digunakan tidak jelas. Menton dkk.

(2009) juga melakukan wawancara dengan para
pengguna (catatan harian sebagai sumber daya dari
lokakarya partisipatif, dan survei rumah tangga
dua mingguan) untuk penelitian mereka tentang
dampak kemitraan masyarakat dan perusahaan
(CCP) terhadap masyarakat terkait hasil hutan
nonkayu (HHNK) di Brasil. Mereka menemukan
bahwa konsumsi HHNK pada hutan CCP tidak
berdampak signifikan dibandingkan dengan

hutan nonCCP, meskipun terdapat kekhawatiran
masyarakat bahwa pembalakan dapat mengurangi
ketersediaan spesies buru. Meski terdapat sudut
pandang anggota masyarakat dan ada peluang yang
mereka lihat yang dapat menjadikan pengaturan
konsesi lebih berpihak kepada mereka, studi
tersebut sebagian besar masih kurang dikaji dalam
literatur yang lebih luas.

Terakhir, nampaknya kawasan hak milik nasional
dan hak menurut undang-undang yang terkait,
dan khususnya pada tingkat mana masyarakat
lokal menikmati kemenangan dalam alokasi

hak pengelolaan hutan di lahan tempat hidup
mereka, memiliki pengaruh besar terhadap
kemungkinan konsesi menberikan hasil yang
lebih berkesetaraan untuk masyarakat. Sebagai
contoh, pada kasus konsesi pembalakan Izin
Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu (IPPK) di
Kalimantan Timur, Indonesia, Palmer (2004)
mencatat bahwa merupakan hal yang umum

bila area konsesi tumpang-tindih dengan lahan
masyarakat, yang memicu timbulnya konflik

atas akses dan hak pengguna. Konflik ini dapat
menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi
masyarakat maupun perusahaan kayu. Di sisi lain,
setelah reformasi lahan tahun 1996 di Bolivia,
tumpang-tindih semacam itu telah berkurang.
Melalui reformasi tersebut, masyarakat lokal yang
memiliki hak lahan mendapatkan keunggulan (hak
pilih pertama) untuk mengajukan hak pengelolaan
(Larson dkk. 2010). Jika menginginkannya,
masyarakat lokal dapat mengajukan hak semacam
itu untuk mereka sendiri atau dapat menjualnya
kepada perusahaan komersial. Namun demikian,
kami tidak menjumpai penelitian yang secara
eksplisit membandingkan kasus kawasan tenurial
yang bertentangan. Perbandingan antara Indonesia
dan Bolivia di atas hanya merupakan satu
kemungkinan pasangan. Satu kemungkinan arah
penelitian dalam bidang ini di masa mendatang



adalah untuk membandingkan bagaimana hak-

hak secara hukum yang bertentangan berinteraksi
dengan pengaturan tata kelola yang bervariasi,
seperti misalnya aturan yang dibuat sendiri

tentang akses dan pemanfaatan, pemantauan dan
pelaksanaan yang diorganisir sendiri, serta berbagai
sistem pemberian sanksi lokal.

Makalah ini membahas empat pertanyaan
dasar: 1) Keahlian lokal dan keterampilan apa
yang penting untuk pengelolaan konsesi kayu?
2) Bagaimana caranya agar interaksi masyarakat
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lokal dan pengelola konsesi dapat saling
menguntungkan? 3) Dalam peristiwa konflik
antara masyarakat dengan konsesi, bagaimana cara
masyarakat mempertahankan klaim mereka? dan
4) Bagaimana cara meningkatkan kebijakan dan
strategi pengelolaan konsesi? Berbagai pertanyaan
ini membentuk struktur dasar dari kajian kami.
Setelah uraian singkat mengenai latar belakang
yang menjelaskan metode yang kami gunakan
dalam melakukan tinjauan sistematis ini, kami
menjawab keempat pertanyaan tersebut.






Tinjauan

alaupun tata kelola hutan di sejumlah
negara berkembang berbeda,
sebagian besar negara memiliki

suatu sistem yang memberikan konsesi hutan
kepada perusahaan, di mana pemerintah nasional
menjual hak pengelolaan hutan sementara
kepada perusahaan swasta atau perorangan untuk
mengembangkan hasil hutan di area tersebut.
Sebagian besar konsesi tersebut berfokus pada
hasil-hasil kayu, meskipun terdapat peningkatan
jumlah konsesi yang saat ini juga memiliki hak
untuk memanen HHNK (FAO 2009). Sering kali
masyarakat berinteraksi dengan perusahaan di
lahan konsesi yang pernah, atau bahkan yang
sedang digunakan. Kemungkinan interaksi antara
masyarakat lokal dan pengelola konsesi hutan
memiliki rentang yang cukup besar. Tujuan
tinjauan sistematis ini adalah untuk menyatukan
berbagai temuan tentang jenis interaksi-interaksi
tersebut, dan menyoroti berbagai kesenjangan
informasi yang ada berdasarkan analisis sintetis,

serta menyarankan suatu area penelitian yang baru.

21 Tujuan Penelitian dan Berbagai
Pertanyaan

Tujuan utama tinjauan literatur ini adalah untuk
meneliti interaksi antara pemegang konsesi
hutan dan masyarakat lokal di sejumlah negara
berkembang. Secara khusus, kami ingin mencari
jawaban dari empat aspek umum dalam empat
pertanyaan penelitian yang disebutkan di atas.
Selanjutnya, kami menjabarkan dan menjelaskan
maksud dari masing-masing pertanyaan tersebut.

Latar Belakang dan Pendekatan

Rangkaian pertanyaan yang pertama berfokus
pada peran dari keahlian lokal dalam pengelolaan
kayu. Keterampilan dan keahlian apa sajakah yang
dapat menjadi kontribusi masyarakat lokal untuk
meningkatkan pengelolaan konsesi sehingga lebih
menguntungkan dan meningkatkan kelestarian
lingkungan? Bagaimana cara berbagai keterampilan
ini bervariasi dengan model konsesi yang sudah
diterapkan? Bagaimana cara meningkatkan atau
memperkuat serta mengkondisikan berbagai
keterampilan ini dalam pengelolaan konsesi?

Rangkaian pertanyaan ke dua mengenai
mekanisme kerja sama antara masyarakat dan
pengelola konsesi yang saling menguntungkan.
Bagaimana masyarakat lokal dan pengelola
konsesi dapat berinteraksi dengan cara yang
saling menghasilkan/menguntungkan, dengan
memperhatikan kekuatan dan kelemahan
masing-masing pihak? Apa saja kendala, konflik
dan ketidakcocokan yang mereka hadapi dalam
berinteraksi? Bagaimana hal-hal tersebut dapat
diatasi? Pada kondisi bagaimanakah perusahaan
dan masyarakat lokal mampu bekerja sama? Serta
bagaimana caranya interaksi masyarakat lokal dan
pengelola konsesi dapat saling menguntungkan?

Rangkaian pertanyaan yang ke tiga terkait
dengan pengelolaan konflik antara masyarakat
dan perusahaan kayu. Ketika terjadi konflik hak
kepemilikan antara masyarakat dan konsesi, cara
apakah yang ditempuh oleh masyarakat selama
ini dalam mempertahankan klaim mereka?
Bagaimana cara pengaturannya dan keberhasilan
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apa yang mereka peroleh? Hambatan apa yang
mereka alami? Sebaliknya, bagaimana perusahaan
menghadapi aksi-aksi masyarakat lokal? Apa yang
telah (ataupun tidak) dilakukan oleh berbagai
perusahaan tersebut untuk memperkuat hak
kepemilikan/akses masyarakat lokal?

Pertanyaan terakhir yang kami bahas dalam
diskusi dan kesimpulan tinjauan ini adalah
bagaimana agar kebijakan dan strategi
pengelolaan konsesi dapat ditingkatkan
sehubungan dengan ketiga rangkaian pertanyaan
tersebut di atas. Dan yang terpenting, peluang
penelitian dan hipotesis baru apakah yang dapat
ditawarkan berdasarkan tinjauan ini sehubungan
dengan pengelolaan konsesi?

2.2 Kriteria Studi dan Ruang Lingkup
Penelusuran

Pemilihan sejumlah studi untuk bahan tinjauan
ini dilakukan dengan menerapkan tiga kriteria.
Studi yang dipilih setidaknya harus memenuhi
dua dari tiga kondisi berikut ini 1) memiliki
relevansi tinggi untuk pengelolaan konsesi

kayu ATAU bagi pengelolaan hutan masyarakat
secara umum, 2) menyajikan data primer DAN/
ATAU melaksanakan analisis primer dari data
yang ada, ATAU 3) memiliki relevansi menurut
penilaian CIFOR.

Kami melakukan penelusuran pada ISI Web

of Knowledge, ScienceDirect, Springerlink,

dan Google scholar. Termasuk dalam istilah
penelusuran adalah “community forest
management’, “forest concessions community
impacts”, “timber concessions community impacts’,
“community company forest conflict”, dan
“decentralized community forest management”
(“pengelolaan hutan masyarakat”, “dampak konsesi
hutan pada masyarakat”, “dampak konsesi kayu
pada masyarakat”, “konflik hutan masyarakat-
perusahaan’, dan “pengelolaan hutan masyarakat
terdesentralisasi”), juga kombinasi dari istilah-
istilah tersebut. Penelusuran ini memunculkan

928 temuan, dengan kaitan yang beragam untuk
studi ini. Setelah mengamati judul-judul penelitian
tersebut, kami memilih 200 penelitian yang
nampaknya paling relevan. Kami membaca abstrak

dari kedua ratus penelitian tersebut dan memilih

Gambar 1. Berbagai metodologi dari studi yang
digunakan

sebanyak 46 penelitian yang memenubhi kriteria
dan dimasukkan ke dalam tinjauan sistematis ini.
Sebagai tambahan, sebanyak 24 penelitian juga
dimasukkan atas saran CIFOR dan para peneliti
terkait yang mengulas draf awal dari laporan ini.
Publikasi tersebut dirinci pada Tabel 1 dalam
Lampiran.

Sebanyak 70 penelitian yang dimasukkan dalam
tinjauan ini mewakili berbagai jenis metodologi.
Survei lintas bidang dan kuesioner, studi kasus
yang menggunakan fokus grup dan lokakarya,
studi kasus komparatif yang luas, semuanya
terwakili dengan baik. Di sini dikutip juga berbagai
metaanalisis dan penelitian yang menilai data

dari pemerintah dan sumber-sumber lain. Selain
itu dimasukkan juga beberapa metode penelitian
etnografi, studi pengindraan jarak jauh dan metode
kombinasi. Gambar 1 menyajikan metodologi

dari sejumlah penelitian tersebut, dan Tabel 1
(Lampiran) menyajikan rincian dari semua
penelitian yang dimasukkan dalam tinjauan ini.

2.3 Metode Tinjauan Sistematik

Kami memulai tinjauan terhadap studi yang
sudah dipilih dengan mengidentifikasi temuan
utama penelitian tersebut dalam kaitannya

dengan pertanyaan yang merupakan kepentingan
tinjauan ini. Berdasarkan hasil dari tahap pertama,
kami melakukan identifikasi kemungkinan
kesenjangan pengetahuan yang relevan untuk
masing-masing pertanyaan. Dalam menilai isi

dan temuan utama dari masing-masing dokumen,



kami juga mengamati pendekatan metodologis
yang digunakan dalam penelitian tersebut. Untuk
komponen tinjauan ini kami mengikuti pedoman
untuk tinjauan sistematis yang dipublikasikan oleh
Centre for Evidence-Based Conservation, 2010'
dan menerapkan dua kriteria utama dalam menilai
metode penelitian: 1) reliabilitas (keandalan) dan
2) validitas.

Yang kami maksud dengan Reliabilitas adalah
ukuran sampai di mana metode yang digunakan
akan menghasilkan keluaran yang konsisten,
dengan berbagai aplikasi. Validitas adalah tingkat
di mana konsep ketertarikan dapat diukur dengan
tepat. Khususnya, kami memfokuskan pengukuran
kami pada validitas internal penelitian (validitas
eksternal memerlukan akses terhadap rincian
metodologi penelitian yang diterapkan, dan kami
tidak memiliki akses terhadap informasi ini dari

1 Pedoman tersedia dalam http://www.environmentalevidence.
org/documents/guidelines.pdf.
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penelitian yang kami tinjau). Dengan menerapkan
reliabilitas dan validitas, kami dapat menilai
sampai di mana penelitian yang ditinjau berikut
hasil temuannya dibatasi oleh bias metodologi
yang berbeda-beda, seperti bias pemilihan, bias
performa, bias pengukuran atau deteksi dan

bias pengurangan® (Centre for Evidence-Based
Conservation, 2010).

Bagian selanjutnya dari laporan ini membahas
keempat kelompok pertanyaan secara berurutan
dan ditutup dengan satu bagian tersendiri mengenai
kesenjangan pengetahuan yang teridentifikasi.
Masing-masing bagian merupakan pembahasan
tentang bagaimana literatur yang ditinjau menjawab
pertanyaan yang dimaksud, dilanjutkan dengan
penyajian tabulasi hasil dari tinjauan sistematis
untuk masing-masing pertanyaan.

2 Gambar dalam pedoman untuk ulasan sistematis
dikembangkan oleh Centre for Evidence-Based Conservation
(2010), kami mengacu pada seleksi bias sebagai kesalahan
sistematis yang berhubungan dengan pemilihan sumber data,
menyebabkan contoh menjadi relatif bias terhadap populasi.
Performa bias menjadi salah diperkenalkan sebagai akibat studi
itu sendiri, semisal perusahaan kayu merubah perilakunya
karena mereka sedang diteliti. Pengukuran bias (deteksi)

salah diperkenalkan oleh pengukuran tertentu dari sebuah
konsep yang dipakai. Pergeseran bias mengacu pada kesalahan
pengenalan saat beberapa data dihilangkan dari penelitian
karena alasan sistematis.






erbagai dokumen yang ditinjau menyajikan
B daftar panjang dari kontribusi potensial

pengetahuan lokal bagi pengelolaan konsesi
kayu. Dengan menyediakan informasi lokal
penting terkait ‘waktu dan tempat, masyarakat
lokal dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas
biaya perencanaan serta implementasi kegiatan
yang melibatkan aktor eksternal, termasuk kegiatan
konsesi kayu (Ostrom dkk. 1993, Gibson dkk.
2005). Integrasi pengetahuan lokal dan keilmuan
ilmiah Barat dapat memfasilitasi keberlanjutan
ekonomi, ekologi dan sosial konsesi kayu. Seperti
dipaparkan oleh Kainer dkk. (2009), pengetahuan
ekologi lokal bermanfaat dalam melengkapi
pengetahuan Barat, dengan misalnya menyoroti
sejumlah variasi ekologis relevan yang ekstrim di
mana ilmu pengetahuan Barat akan menekankan
tren rata-rata. Di Amazon, kombinasi pengetahuan
ekologi lokal dan ilmu pengelolaan Barat terbukti
penting dalam menciptakan industri kayu yang
efisien dan terintegrasi secara vertikal (Sears dkk.
2007). Antinori dan Bray (2005) menemukan
keuntungan yang mirip dengan pemanfaatan
bersama dari ilmu pengelolaan Barat tentang
pengetahuan lokal produksi kayu di Meksiko.
Pengetahuan lokal tentang ekologi dapat membantu
para pemegang konsesi dalam mengidentifikasi
praktik-praktik pengelolaan untuk wilayah
tertentu dari areal konsesi yang dipermasalahkan
(misalnya: Thapa dkk. 1995, Carney 2003) dan
membantu mengidentifikasi spesies alternatif yang
memiliki karakteristik fisik yang diinginkan, yang
sama dengan spesies yang saat ini dipanen secara
komersial (Turner dkk. 2000). Pengetahuan lokal
tentang spesies juga bermanfaat dalam konteks

Pertanyaan 1
Keterampilan dan Keahlian Lokal Apakah yang
Penting bagi Pengelolaan Konsesi Kayu?

konsesi kayu yang lain. Lacerda dan Nimmo

(2010) mengemukakan bahwa salah satu masalah
dalam perencanaan pengelolaan hutan di Brasil,
Amazon, adalah tidak akuratnya inventarisasi
hutan yang dilakukan para pemegang konsesi
komersial. Apabila para pemegang konsesi
mempekerjakan anggota masyarakat setempat
sebagai para taksonomis, penulis menunjukkan
bahwa akurasi inventarisasi hutan bisa lebih baik.
Kontribusi penting lain dari pengetahuan lokal,
yang nampaknya masih belum dimanfaatkan dalam
hubungan ini adalah, pengetahuan tentang konteks
sosial setempat. Contoh dari jenis pengetahuan ini
adalah bagaimana jejaring kerja sosial beroperasi -
siapa saja yang terlibat dalam pembuatan keputusan
lokal tentang kehutanan - dan bentuk strategi
pengelolaan hutan apa yang mungkin berfungsi
baik pada konteks lokal ini.

Hanya sedikit pembahasan yang dijumpai
tentang kemitraan antara pemegang konsesi
kayu dengan masyarakat lokal yang menyoroti
nilai pengetahuan ekologi lokal dan keahlian
lain. Pembahasan tentang penggunaannya dapat
ditemui dalam literatur pengelolaan hutan teknis,
namun terdapat juga penelitian yang menyetujui
bahwa pengetahuan ekologi tradisional berharga
dalam mengelola HHNK. Di Indonesia, dengan
adanya desentralisasi pemerintahan dan berbagai
perubahan terkait dalam kebijakan hutan, dan
juga pada hubungan antar pemerintah yang telah
terbangun, timbul kepentingan untuk spesifikasi
lebih lanjut atas hak kepemilikan lahan konsesi
(Barr 2001).
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Mengingat beragamnya tumbuhan di areal

pengelolaan, keahlian lokal terbukti sangat berharga

karena masyarakat memiliki pengetahuan yang
unik terkait spesies tertentu (Berkes 2000, Carney
2003). Pengetahuan ekologi tradisional menjadi
penting khususnya ketika HHNK memiliki nilai
ekonomi. Turner dkk. (2000) menemukan bahwa
suku pribumi di British Columbia memiliki
tingkat pengetahuan yang tinggi tentang interaksi
antara beberapa komponen yang berbeda pada
ekosistem, dengan berbagai pengetahuan tentang

spesies lokal. Di Nepal, wanatani sangat bergantung

pada pohon penyedia pakan ternak (Thapa dkk.
1995). Produktivitas berbagai pohon ini sangat
penting bagi penghidupan masyarakat, sehingga
pengelolaan yang lestari atas sumber daya bersama
bersifat penting bagi pemangku kepentingan
lokal. Interaksi antara pohon dengan tanaman
pangan, seperti erosi percikan akan bergantung
pada ukuran dan tekstur daun, kerapatan

tajuk dan ukuran pohon, para petani memiliki
pengetahuan luas terhadap lebih dari 90 pohon,
berikut jenis-jenis interaksi yang mungkin terjadi
dengan berbagai jenis tanaman. Di Indonesia,
hasil-hasil hutan kayu seperti resin gaharu, yang
dihasilkan dari pohon Aquilaria dan digunakan
untuk produksi kosmetik, telah dikelola secara
efektif dengan melibatkan masyarakat lokal yang
memiliki pengetahuan khusus (Donovan dan Puri
2004). Di Bolivia Utara, pemanenan kacang Brasil
(Bertholletia excelsa) pada awalnya dilakukan oleh
masyarakat lokal pada lahan konsesi maupun
lahan lainnya (Guariguata dkk. 2009). Ribuan mata

pencaharian keluarga bergantung pada pengelolaan

hasil hutan nonkayu semacam ini (Cronkleton dan
Pacheco 2008). Sejak 2003, nilai moneter ekspor
kacang Brasil dari Bolivia telah melebihi nilai
moneter untuk ekspor kayu (CamaraForestal of
Bolivia 2007).

Terdapat juga bukti bahwa masyarakat dapat
mengimplementasikan strategi untuk pelestarian,
jika terdapat komunikasi yang efektif antara
berbagai pemangku kepentingan. Di Ekuador,
diskusi antara LSM dan para ahli dari Barat terkait
dampak potensial deforestasi terhadap kualitas air
telah mendorong masyarakat untuk menata ulang
strategi pengelolaan hutan mereka sendiri, yang
menyebabkan meningkatnya upaya pelestarian
(Becker dan Ghimire 2003).

Pengetahuan
sosial

Pengetahuan
ekologis (kayu
dan nonkayu)

(topografi, geografi,
tempat)

Gambar 2. Peluang kontribusi masyarakat
terhadap pengelolaan konsesi kayu

Gambar 2 di bawah ini merangkum peran
tumpang-tindih masyarakat dalam meningkatkan
pengelolaan konsesi. Sejumlah penelitian yang
kami tinjau mengusulkan tiga kategori utama
keterampilan dan keahlian yang dapat ditawarkan
oleh masyarakat. Pengetahuan ekologi mengacu
pada pemahaman tentang iklim dan jenis pohon
setempat, demikian juga HHNK yang dapat
dikembangkan sebagai hasil bernilai tambah di
lahan konsesi. Termasuk dalam pengetahuan
sosial adalah kemampuan untuk mengorganisir
informasi tentang bagaimana jejaring kerja

lokal dan pengambilan keputusan berlangsung,
dan memberikan izin sosial kepada perusahaan
untuk beroperasi. Pengetahuan untuk melakukan
pekerjaan mengacu pada kemampuan untuk
melakukan pekerjaan yang bermanfaat,
berdasarkan pengetahuan lokal yang dapat
diterapkan tentang keruangan waktu dan tempat
(Hayek 1945). Kemungkinan ini merupakan
pengetahuan berharga tentang hutan, yang hanya
dimiliki orang-orang tertentu yang telah lama
tinggal di lokasi tersebut. Contohnya adalah,
bagian mana dari hutan yang tidak dapat dicapai
dengan berjalan kaki, bagaimana berpindah

dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan cara
tercepat sekaligus aman, di mana lokasi rawa
yang berbahaya, di mana mencari air yang aman
diminum, dan lain sebagainya. Memiliki karyawan
dengan pengetahuan semacam itu tentunya sangat
bermanfaat bagi perusahaan kayu. Besarnya ukuran
lingkaran pada diagram didasarkan pada jumlah
penelitian yang mengacu pada jenis kontribusi
masyarakat yang bersangkutan.



Menguntungkan?

da beberapa cara di mana pemegang
Akonsesi saat ini bekerja sama dengan

masyarakat lokal. Nebel dkk. (2003)
mengemukakan sejumlah tantangan yang
dihadapi masyarakat dalam bisnis kehutanan,
dan mengajukan suatu bentuk kemitraan dengan
perusahaan sebagai suatu strategi untuk menangani
tantangan dalam hal kurangnya keahlian
teknis dan akses pasar. Nepstad dkk. (2003)
berpendapat bahwa kegiatan kehutanan harus
dikembangkan di daerah yang dihuni masyarakat,
agar dapat memanfaatkan peluang yang saling
menguntungkan. Tinjauan ini mengidentifikasi
tiga jenis utama kesepakatan kerja sama yang
dijabarkan di bawah ini. Pada semua pengaturan
yang dijabarkan, dua tantangan yang terus dijumpai
dalam mengembangkan kesepakatan yang saling
menguntungkan adalah 1) mengidentifikasi wilayah
dengan kepentingan yang sama antar berbagai
pihak, dan 2) mengukur keberhasilan. Lynam dkk.
(2007) mengusulkan sebuah rangkaian instrumen
yang dapat digunakan untuk mengumpulkan
informasi yang dapat mengatasi tantangan ini,
dan oleh karena itu akan membentuk dasar untuk
menciptakan kemitraan yang lebih berkesetaraan.

41 Kesepakatan Pembagian
Keuntungan

Kesepakatan ini menyediakan peluang untuk
membagi keuntungan antara anggota masyarakat
setempat. Kesepakatan ini biasanya berfungsi baik
sehingga bagian tertentu dari keuntungan tahunan
konsesi kayu dibayarkan kepada perwakilan
masyarakat. Variasi lain dari kesepakatan ini

Pertanyaan 2
Bagaimana Caranya agar Interaksi Masyarakat
Lokal dan Pengelola Konsesi dapat Saling

adalah pembayaran dalam jumlah tertentu pada
setiap selang waktu tertentu atau pembayaran yang
dilakukan satu kali. Jenis lain dari kesepakatan
pembagian keuntungan menyediakan suatu
kontribusi tertentu, baik dalam bentuk uang
maupun bukan uang, atas keuntungan dari

proyek, tanpa mempertimbangkan kinerja konsesi
kayu (World Bank 2009, Mayers dan Vermeulen
2002). Kontribusi semacam itu dapat melibatkan
beberapa macam pekerjaan, atau pembangunan
sarana publik, sekolah, klinik kesehatan, dan lain-
lain (Nawir dkk. 2003). Sebagian besar penelitian
menyoroti bahwa kesepakatan pembagian
keuntungan dengan skema pembayaran periodik
akan membuahkan hubungan yang lebih baik
karena mereka menyediakan insentif yang lebih
kuat untuk kerja sama kedua belah pihak (misalnya
lihat Palmer 2004). Pembagian keuntungan telah
tercatat di beberapa konteks geografis. Hal ini telah
tercatat di Indonesia (Nawir dkk. 2003, Barr 2001),
di Afrika Timur dan Tengah (Perez dkk. 2005,
Marfo dkk. 2010), dan di Amerika Latin (Mayers
dan Vermeulen 2002). Permasalahan terkait
kesepakatan pembagian keuntungan juga telah
teridentifikasi. Contohnya, di Amazon, Medina
dkk. (2006) menemukan bahwa kesepakatan
pembagian keuntungan yang sejauh ini merupakan
bentuk kemitraan yang paling umum dijumpai di
lokasi penelitian, hanya memberikan keuntungan
yang sangat kecil per rumah tangga. Distribusi
keuntungan yang tidak adil di masyarakat juga
telah teramati (Tokede dkk. 2005, Sommerville
2010). Pada kasus yang terakhir, sejumlah kaum
elit cenderung mengambil bagian keuntungan yang
tidak proporsional, atau pembayaran kompensasi
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tidak sampai ke masyarakat yang pada akhirnya
menderita kerugian terbesar akibat pengaturan
tersebut. Penelitian-penelitian yang ada sering kali
mengacu pada terjadinya pengambilan keuntungan
yang lazim dilakukan oleh kaum elit, namun

hanya sedikit yang menjelaskan mengapa hal
tersebut terjadi dan dalam kondisi bagaimana hal
tersebut dapat dikurangi. Kami berpendapat bahwa
ini merupakan satu kesenjangan pengetahuan
utama yang perlu dijawab oleh penelitian di masa
mendatang.

Adanya celah dalam perpajakan dan tata kelola
yang lemah dapat menyebabkan perusahaan tidak
membayarkan jumlah yang seharusnya mereka
bayarkan jika hak masyarakat sudah lebih jelas
(Samsu 2004). Skema pembagian keuntungan
merupakan mekanisme yang bermanfaat untuk
memberi ganti rugi kepada masyarakat karena
hilangnya penggunaan lahan yang bersaing dengan
usaha produksi kayu. Lebih lanjut lagi, pembagian
keuntungan dapat diimplementasikan melalui
beberapa mekanisme, dengan kemungkinan untuk
dimodifikasi sesuai dengan situasi tertentu.

4.2 Kesepakatan Pengelolaan
Bersama atau Produksi Bersama

Kesepakatan ini merupakan kontrak yang
memberikan tanggung jawab spesifik pengelolaan
hutan kepada anggota masyarakat dan merinci
kompensasi terkait pelaksanaan tugas tersebut.
Seperti halnya pembagian keuntungan, pengelolaan
bersama merupakan suatu kategori luas dari
berbagai bentuk pengaturan antara pemegang
konsesi dan masyarakat. Nawir dkk. (2003)
menggambarkan para petani pohon di Indonesia
sebagai pihak yang aktif mengelola sumber daya
kayu bersama dengan para pemegang konsesi
hutan. Dalam situasi ini, para petani pohon
menjual produk mereka kepada para pemegang
konsesi dengan harga yang telah disepakati.

Studi kasus yang disajikan oleh Nawir dkk.
mewakili skema pembagian keuntungan maupun
pengelolaan bersama, yang mengindikasikan bahwa
tipe-tipe pengaturan kerjasama tersebut tidak saling
berdiri sendiri.

Secara umum, terdapat cakupan luas dari berbagai
strategi lain dalam hal pengelolaan bersama. Di

Jawa Barat, pemerintah mendukung partisipasi
masyarakat dalam hampir semua aspek tata kelola
hutan. Mereka mengelola sistem untuk wanatani,
memantau pembalakan liar dan pencurian,
memeriksa fasilitas produksi kayu, dan sepakat
untuk bertindak dalam rangka konservasi hutan
(Mayers dan Vermeuelen 2002). Di tempat lain,
masyarakat berpartisipasi dengan jalan hanya
mengelola aspek tertentu saja dari tata kelola
hutan, seperti perburuan (Vermeuelen dkk. 2009),
yang berdampak pada keanekaragaman hayati,
yang terjadi ketika pembalakan tidak dikelola
dengan baik (Van Vliet and Nasi 2008, Meijaard
dkk. 2006). Bertentangan dengan kedua sistem
tersebut, hutan di Kanada sering kali dikelola
secara keseluruhan oleh masyarakat pribumi yang
telah membentuk perusahaan mereka sendiri
(Mayers dan Vermeuelen 2002). Ros-Tonen dkk.
(2008) mempelajari sebuah variasi kemitraan
masyarakat-perusahaan di Brasil Amazon, yang
membedakan adanya kemitraan yang berorientasi
politik, berorientasi hasil dan multisektor. Mereka
menemukan bukti yang menunjukkan bahwa
masyarakat dapat mengambil keuntungan dari
kegiatan pengelolaan bersama, seperti produksi
masyarakat atas HHNK, seperti minyak kacang
Brasil dan buah agai, selama pengaturan
kelembagaannya berdasarkan efektivitas biaya dan
keuntungan kotornya mencukupi untuk semua
pemangku kepentingan.

4.3 Skema Pengelolaan Kemitraan
Hutan Tanaman (Outgrower)

Para pemegang konsesi juga dapat
menyelenggarakan skema kemitraan hutan
tanaman, yaitu kesepakatan berdasarkan kontrak
yang meminta anggota masyarakat untuk menjual
hasil yang dipanen dari lahan individual ataupun
lahan masyarakat kepada para pemegang konsesi
dengan harga yang telah disepakati (Vidal 2004).
Skema kemitraan hutan tanaman telah digunakan
pada berbagai variasi konteks, ketika dikaitkan
dengan pengaturan pengelolaan bersama dan
pembagian keuntungan yang lain (namun lihat
FAO 2001). Skema kemitraan hutan tanaman
umum diterapkan di Amerika Selatan (Mayers
dan Veremeulen 2002). Dalam pengaturan ini,
perusahaan membantu anggota masyarakat dengan
menyediakan jaringan pasar dan kemampuan



produksi untuk berpartisipasi secara langsung
dalam produksi kayu. Anggota masyarakat
kemudian dapat menanam pohon atau mengelola
hutan alam mereka yang masih ada, dan mengelola
hutan tersebut dengan tujuan untuk menjual
setidaknya sebagian dari hasil panen ke perusahaan
pengelola skema tersebut. Pengaturan semacam itu
lebih maju dari pembagian keuntungan sederhana,
di mana anggota masyarakat tidak hanya menerima
kompensasi atas pemanfaatan lahan atau kayu
yang dihasilkan oleh perusahaan, namun mereka
lebih memiliki kendali atas proses pengelolaan dan
pemanenan (Vidal 2004). Perusahaan diuntungkan
dari pengaturan ini, seperti halnya pengaturan
lain, dengan memperoleh akses terhadap lahan dan
bahan baku yang tidak dapat diakses sebelumnya.
Anggota masyarakat memperoleh keuntungan dari
penerimaan atas penjualan kayu, dan memperoleh
manfaat tambahan, misalnya dari tanaman
tumpang sari berupa kacang-kacangan. Walaupun
akses pasar merupakan kondisi yang diperlukan
agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam bisnis
budidaya pohon, kemungkinan hal tersebut tidak
akan cukup untuk menghasilkan keuntungan.

Table 1. Manfaat kemitraan konsesi-masyarakat

Menuju Bentuk Kerjasama yang Lebih Berkesetaraan

Tanpa adanya akses terhadap kredit, misalnya,
masyarakat mungkin tidak memiliki modal yang
cukup untuk membuat investasi yang dibutuhkan
untuk produksi yang efektif biaya (Pokorny 2008,
Sikor 2004, World Bank 2009).

Ada beberapa manfaat logis yang dapat diperoleh
masyarakat dan perusahaan melalui pengaturan
kemitraan ini. Mayers dan Vermeuelen (2002)
menyimpulkan sejumlah besar keuntungan

ini (Tabel 1). Dari sudut pandang perusahaan,
termasuk dalam keuntungan ini adalah
peningkatan modal sosial untuk meningkatkan
stabilitas operasi, memperkuat citra perusahaan
nasional maupun internasional untuk usaha di
masa mendatang, dan memperoleh kelayakan
untuk program sertifikasi hutan yang diperlukan
untuk berpartisipasi di pasar internasional (Nawir
dkk. 2003).

Masyarakat juga dapat menarik manfaat dari
perolehan peluang pekerjaan dan terkadang
dengan berbagi pendapatan dari kayu di areal
tersebut (World Bank 2009). Termasuk dalam

Manfaat Kemitraan Deskripsi

Integrasi ke dalam ekonomi

Dibandingkan dengan perusahaan besar, produsen lokal memiliki tingkat

lokal kepercayaan dan legitimasi yang tinggi di antara anggota masyarakat, dan
dapat mempekerjakan masyarakat lokal di daerah terpencil dengan peluang

yang terbatas.
Biaya alternatif yang

Produsen pada tingkat masyarakat dapat menyediakan hasil hutan dengan

lebih rendah

Produksi bersama

Fleksibilitas, adaptabilitas dan

pengetahuan lokal

Pandangan jangka panjang

Pencitraan

biaya yang lebih rendah dibandingkan pemasok besar, yang disebabkan oleh
lebih rendahnya biaya alternatif lahan dan tenaga kerja.

Para petani kecil dapat menghasilkan produk dengan biaya per unit yang lebih
rendah dibandingkan produsen besar, dengan menghasilkan kayu bersama
tanaman pangan dan ternak pada lahan yang sama.

Para petani kecil sering kali memiliki kelebihan dalam beradaptasi dengan
berubahnya situasi setempat. Pengetahuan ekologi dapat mengurangi biaya
pengelolaan.

Masyarakat dengan ikatan teritorial yang kuat kemungkinan akan kompetitif
dalam kehutanan yang baik, karena adanya pandangan yang lebih jauh,
keinginan untuk menghindari siklus yang meledak dan merugikan, serta untuk
memperkuat aset bagi anak-anak mereka.

Produsen lokal dapat memperoleh keuntungan pasar dengan pencitraan untuk
pasar-pasar tertentu, atau memungkinkan sertifikasi sosial bagi konsumen dan
investor yang sensitif terhadap tanggung jawab dan reputasi sosial.

Sumber: Mayers dan Vermeulen (2002:9)
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manfaat lain adalah potensi yang lebih besar atas
penerimaan yang diperoleh dari sejumlah input,
diversifikasi produksi dengan memungkinkan
dikembangkannya HHNK, peningkatan kepastian
hak atas lahan, dan meningkatkan infrastruktur
(Mayers dan Vermulen 2002). Jalan, infrastruktur
dan jasa sosial yang ditawarkan oleh perusahaan
dapat menjadi insentif kuat bagi masyarakat untuk
bergabung dalam kemitraan (Nawir dkk. 2003).
Kontrak yang efektif untuk menjamin terjaganya
insentif tersebut sangat penting untuk pengaturan
semacam ini.

Namun demikian, tingkat sampai di mana
manfaat-manfaat tersebut dapat dijumpai
bergantung pada berbagai kondisi. Kontrak

yang jelas dan dapat dilaksanakan merupakan

alat yang efektif untuk menempatkan semua

mitra pada landasan yang sama, ditambah lagi,
penelitian baru-baru ini telah menyoroti bahwa
saling menghormati, kepercayaan, kepraktisan

dan komunikasi merupakan komponen-
komponen utama dalam kemitraan yang saling
menguntungkan (World Bank 2009). Keuntungan
masyarakat akan semakin meningkat jika praktik-
praktik perusahaan tidak bertentangan dengan
keyakinan masyarakat, apabila struktur perpajakan
memungkinkan pembayaran atas jasa lingkungan
dan jika masyarakat memiliki kepastian hak milik
(Purnomo dkk. 2003). Penelitian lain menyebutkan
bahwa faktor-faktor kelembagaan, seperti halnya
tingkat korupsi, kepastian hak kepemilikan dan
bantuan kesejahteraan yang sudah ada dapat
mempengaruhi hasil dari pengelolaan sumber daya
oleh masyarakat. Keller dkk. (2000) menemukan
bahwa keadilan, kelestarian dan efisiensi hasil

dari pengelolaan sumber daya oleh masyarakat
sangat bervariasi. Mereka menemukan bahwa

Pembagian manfaat

Pembagian
manajemen

Skema kemitraan

Gambar 3. Pengaturan yang saling
menguntungkan antara perusahaan kayu dan
masyarakat

pengelolaan hutan oleh masyarakat memiliki
tingkat keberhasilan yang lebih tinggi pada daerah-
daerah seperti Amerika Utara, namun kurang
berhasil di Kenya dan Nepal, yang mengindikasikan
bahwa adanya sumber daya tunggal yang
dikeluarkan (misalnya satu jenis kayu), dukungan
legal yang kuat untuk pengelolaan masyarakat dan
infrastruktur organisasi yang terbangun dengan
baik, berkontribusi pada perbedaan hasil yang
diperoleh. Gambar 3 menunjukkan hubungan
antara pengaturan yang saling menguntungkan,
menekankan bahwa sering terdapat tumpang-
tindih antar mekanisme-mekanisme tersebut,
berbagai mekanisme tersebut tidak serta merta
saling berdiri sendiri, meskipun terdapat beberapa
pengalaman di mana mekanisme-mekanisme ini
dikombinasikan di lapangan.



r I ~erdapat banyak konteks di mana perusahaan
memanen kayu dari lahan konsesi, dan
sebagai akibatnya dapat timbul beberapa

jenis konflik. Literatur yang membahas secara

komprehensif konflik antara perusahaan kayu

dan masyarakat relatif jarang dijumpai. Bahkan

terdapat lebih sedikit lagi informasi tentang jenis

konflik yang dapat terjadi khususnya pada lahan
konsesi kayu. Dari sejumlah pustaka yang ada,
kami mengidentifikasi empat jenis konflik antara
masyarakat lokal dan konsesi kayu komersial. Jenis
yang pertama terjadi ketika hak masyarakat adat
yang sudah lama ada tidak diakui oleh konsesi kayu
maupun pemerintah nasional. Pada skenario kasus
terburuk ini, masyarakat pedalaman memiliki
sedikit pilihan untuk melindungi klaim mereka,
dan mungkin tidak punya pilihan lain selain
terpaksa menghambat atau bahkan menyabotase
konsesi, seperti yang terjadi dalam berbagai

kasus di Indonesia (Barr 2001, Palmer 2004).

Jenis konflik yang ke dua adalah ketika hukum

pemerintah nasional secara resmi mengakui hak

sejarah pribumi secara historis, namun penegakan
hukum ini lemah, dan mungkin tidak konsisten
dengan kebijakan pengalokasian konsesi. Sebagai
contoh, pada masa pasca Suharto di Indonesia,
lahan konsesi kayu sering kali tumpang-tindih
dengan lahan yang diklaim masyarakat, yang

memicu terjadinya sengketa lahan (Barr 2001).

Jenis konflik yang ke tiga terkait dengan situasi

di mana pengakuan terhadap hak masyarakat

tidak jelas, sehingga masyarakat melakukan

negosiasi dengan pemegang konsesi kayu, namun
kemudian masyarakat menjadi frustasi dengan
kurangnya mekanisme yang dapat dilakukan

Pertanyaan 3

Ketika terjadi peristiwa konflik antara masyarakat
dengan konsesi, bagaimana cara masyarakat
mengatur untuk mempertahankan klaim mereka?

untuk memastikan proses negosiasi yang adil
(Palmer 2004). Terakhir, ketika kesepakatan telah
dibuat, jenis konflik keempat yang dapat terjadi
adalah ketika tidak terdapat mekanisme yang
efektif bagi masyarakat dan perusahaan untuk
melaksanakan pembagian keuntungan yang telah
disepakati — memastikan bahwa masing-masing
pihak mendapat hasil maksimal sesuai dengan
kesepakatan (Barr 2001, Palmer 2004).

Ketika konflik antara masyarakat dan perusahaan
timbul, ada beberapa penyelesaian yang dapat
dilakukan. Pada kasus terburuk, telah terjadi
contoh-contoh bentrokan yang sengit dan protes,
di mana masyarakat mengalami konflik dengan
perusahaan kayu (Palmer 2004, Barr 2001).
Meskipun demikian, kemitraan berpotensi
menyediakan mekanisme perdamaian untuk
penyelesaian konflik, tergantung pada pengaturan
kelembagaan, termasuk kekuatan hak kepemilikan,
tingkat desentralisasi pemerintah, jenis sumber
daya yang diperebutkan, dan struktur masyarakat
(Purnomo dkk. 2003, Palmer 2004). Dengan adanya
kemitraan, mekanisme yang lebih spesifik tersedia
sehingga masyarakat dapat mengatur diri mereka
sendiri untuk mempertahankan klaim mereka.
Beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah
tawar-menawar langsung, litigasi dan negosiasi
melalui pemerintah lokal. Berbagai perantara
lain, seperti asosiasi petani, juga dapat menjadi
perantara untuk tawar-menawar dan negosiasi
(Nawir dkk. 2003). Sejumlah penelitian secara
konsisten telah menunjukkan bahwa adanya daya
tawar relatif dan kemampuan pemerintah lokal
dapat mempengaruhi kemungkinan berhasilnya
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pendekatan ini. Sebagai contoh, Purnomo dkk.
(2003) secara eksplisit memodelkan hasil ini
berdasarkan tingkat kendali yang terutama dimiliki
masyarakat dan perusahaan, dan menemukan
bahwa terjadinya tawar-menawar dan litigasi
bergantung pada kondisi kelembagaan, seperti
kekuatan hak kepemilikan dan reliabilitas
pengadilan. Faktor-faktor lain juga mempengaruhi
jenis mekanisme resolusi konflik yang digunakan,
termasuk seberapa besar kecenderungan
masyarakat untuk melakukan aksi bersama
(Palmer 2004).

Sampai sejauh mana anggota masyarakat terkait
secara kolektif dalam kegiatan pengelolaan

hutan sebagiannya bergantung pada konteks
kelembagaan. Sebagai contoh, di daerah Amazon
pada garis perbatasan Brasil, Merry dkk. (2006)
menemukan bahwa asosiasi berbasis masyarakat
membentuk suatu pusat penting untuk aksi
bersama, yang memungkinkan masyarakat untuk
mendapat manfaat dari kemitraan konsesi -

lebih khusus lagi, mereka menemukan bahwa
pada tempat-tempat dengan asosiasi yang kuat,
kemitraan dengan perusahaan kayu cenderung
meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat
dalam organisasi tersebut. Faktor kelembagaan
lain yang nampaknya penting bagi hasil kemitraan
adalah keterlibatan pihak ke tiga. Engel dkk.
(2006), dalam sebuah ekplorasi metode teoritis
yang menggambarkan efek logis LSM dalam
meningkatkan daya tawar masyarakat. Mereka
menemukan bahwa meskipun LSM dapat
mengintervensi konflik untuk meningkatkan
kemampuan mempertahankan hak masyarakat,
namun terdapat juga kemungkinan adanya biaya
yang berhubungan dengan perawatan lingkungan
yang terkait dengan proses ini, termasuk
peningkatan skala degradasi hutan. Hal ini terjadi
karena ketika daya tawar masyarakat meningkat
(melalui intervensi LSM misalnya), perusahaan
kayu harus memberikan bagian yang lebih besar
dari keuntungan bersih mereka. Lebih lanjut lagi,
nilai pakai hutan per area juga mungkin akan
meningkat melalui proses ini, yang ditunjukkan
dalam bentuk peningkatan pembalakan (Mertens
dkk. 2001). Untuk mengkompensasi kerugian

ini, perusahaan mungkin mencoba untuk
meningkatkan pembalakan secara umum, dan
masyarakat hanya mendapat sedikit insentif untuk

menentang hal ini. Marfo dkk. (2009) membuat
model dari hasil konflik dengan dan tanpa
mediasi dari pihak ketiga, seperti halnya LSM,
dan menemukan bahwa mediasi LSM juga dapat
memperkuat aktor masyarakat.

Kondisi kelembagaan yang saat ini terdapat

di masyarakat nampaknya mempengaruhi
mekanisme penyelesaian konflik yang berbeda.
Kepemimpinan masyarakat — baik formal maupun
informal - telah terbukti menjadi sarana penting
dalam menyelesaikan perselisihan perbatasan
pada banyak kasus (Nawir dkk. 2003). Kekuatan
pemerintah lokal juga dapat membantu masyarakat
dalam mempertahankan hak mereka, begitu juga
dengan keberadaan dan kegiatan LSM. Di sisi lain,
ketidakpastian hak kepemilikan dan peruntukan
lahan - seperti halnya sistem klasifikasi yang
tumpang-tindih dan bermasalah — dan kurangnya
kestabilan kelembagaan dapat menyebabkan
perusahaan mengambil keuntungan dari lahan
konsesi tanpa adanya kompensasi yang sesuai

bagi masyarakat (Kartodihardjo 2000). Ndoye
dkk. (2003) mengemukakan bahwa terdapat
sebuah pendekatan a priori untuk penyelesaian
konflik. Mereka mendukung dibentuknya sistem
pengelolaan hutan berbasis masyarakat, di mana
masyarakat memperoleh hak kepemilikan hutan
yang lebih besar. Mereka berpendapat bahwa hal
ini bukan hanya akan menghindari konflik sebelum
terwujud, namun juga akan memberikan amunisi
de jure kepada masyarakat dalam perjuangan
mereka untuk mempertahankan diri terhadap
sejumlah kepentingan yang sering kali kuat.

Gambar 4 di bawah ini merinci jenis-jenis
mekanisme yang tersedia untuk masyarakat dalam
menuntut hak mereka ketika terjadi konflik. Pilihan
yang tersedia sebagian besar bergantung pada
kawasan kepemilikan lahan yang berlaku. Sebagai
contoh, apabila masyarakat memiliki hak atas
lahan de jure dan prioritas untuk hak pengelolaan,
maka instansi pemerintah dan pengadilan dapat
digunakan secara aktif untuk menuntut klaim
mereka. Di sisi lain, jika tidak terdapat akses de
jure, mekanisme ini mungkin tidak tersedia, dan
mediasi oleh pihak ke tiga, aksi bersama atau
bahkan ketidakpatuhan sipil dapat muncul sebagai
sarana untuk bernegosiasi.
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Pengadilan dan prosesnya

Mediasi oleh organisasi
tambahan, semisal
kelompok petani

Masyarakat memiliki
hak de jure

Mediasi oleh agensi lokal
atau pemerintah pusat

Konflik

Negosiasi kelompok
(Palmer 2004)

Masyarakat memiliki hak

penggunaan atau historis lokal atau NGO
secara de facto

Mediasi oleh pemerintah

Ketidakpatuhan masyarakat

Gambar 4. Mekanisme bagi masyarakat untuk mempertahankan hak mereka ketika terjadi konflik
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emitraan yang saling menguntungkan
Kantar kelompok pengguna hutan lokal dan

pemegang konsesi kemungkinan besar
tidak akan terwujud tanpa kebijakan publik yang
mendorong kesepakatan tersebut secara aktif.
Dukungan pemerintah atas pembagian keuntungan
yang lebih berkesetaraan dalam konteks ini
haruslah lebih dari sekadar retoris dan membentuk
standar peraturan bagi kemitraan konsesi dan
masyarakat (walaupun kedua jenis dukungan ini
mungkin akan membantu) dan menindaklanjuti
beberapa alasan mendasar mengapa kelompok
pengguna hutan setempat sering kali berada pada
posisi yang dirugikan dan sulit untuk melakukan
negosiasi. Terdapat beberapa intervensi kebijakan
yang dapat membantu mencapai posisi tawar
yang kuat bagi masyarakat lokal. Berdasarkan
pengalaman reformasi kebijakan yang ada dalam
variasi konteks nasional, kami membahas tiga
jenis intervensi: 1) Reformasi hak kepemilikan,
2) Kebijakan desentralisasi, 3) Peraturan dan
standar yang terpusat.

6.1 Reformasi Hak Kepemilikan

Alasan paling penting mengapa kelompok
pengguna hutan lokal sering berada pada posisi
yang dirugikan ketika mereka berinteraksi dengan
konsesi pengusahaan kayu adalah tidak adanya
hak kepemilikan yang jelas dan pasti (Larson dkk.
2010). Tanpa hak kepemilikan yang jelas, maka
masyarakat dapat dieksploitasi, dan kemungkinan
terjadinya konflik lebih besar. Pada kasus di Fiji,
Murti dan Boydell (2008) menemukan bahwa
pada awalnya konflik terjadi karena ketidakjelasan

Pertanyaan 4
Bagaimana cara meningkatkan kebijakan dan
strategi untuk pengelolaan konsesi?

hak kepemilikan lahan, dan bahwa konflik-
konflik tersebut telah menyebabkan konsekuensi
lingkungan dan sosial yang merugikan dan serius.

Mungkin peran terpenting pemerintah pada semua
tingkat adalah untuk mengurangi ketidakjelasan
dalam hal spesifikasi, alokasi dan penegakan
hak-hak kepemilikan untuk setiap hutan. Ketika
masyarakat lokal tidak memiliki hak de jure yang
terkait dengan hak de facto mereka, dan pihak luar
tidak melihat dengan jelas hak lokal, maka yang
umum terjadi adalah pemegang konsesi memanen
dan mengambil keuntungan dari sumber daya
tanpa memberi imbalan pada masyarakat yang
secara de facto merupakan pengelola lahan tersebut
(Kartodihardjo 2000, Kellert dkk. 2000). Ketika
terdapat kejelasan hak atas masyarakat lokal dan
pemanfaatan hutan oleh mereka, meskipun lemah,
maka terdapat bukti yang menunjukkan bahwa
intervensi pemerintah lokal maupun LSM dapat
meningkatkan posisi tawar masyarakat (Engel dkk.
2006, Andersson 2004, 2010).

Di Indonesia, nampaknya kelompok pengguna
lokal yang tergabung dalam pengelolaan konsesi
bersama dengan rentang waktu yang lebih
panjang, seperti halnya pengaturan konsesi Hak
Pengusahaan Hutan (HPH), mengalami lebih
sedikit ketidakjelasan dan kepastian hak tenurial
yang lebih kuat, yang memunculkan insentif yang
lebih kuat untuk investasi peningkatan sumber
daya berjangka panjang (Iskandar dkk. 2009).
Terdapat juga bukti bahwa dengan mengakui hak
masyarakat dalam memberikan izin pengelolaan
hutan dapat memperkuat kemampuan kelompok
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lokal untuk tidak mengikutsertakan pihak luar yang
telah mengklaim sumber daya mereka, bahkan jika
kelompok lokal tidak mengajukan permohonan
untuk izin semacam itu (Kusters dkk. 2007).

Di beberapa negara, pemerintah bergerak lambat
dalam memberikan hak kepemilikan de jure secara
utuh bagi masyarakat lokal (Larson dkk. 2010,
Ribot 2002). Bahkan dalam situasi seperti itu,
tetap terdapat jalan di mana kebijakan pemerintah
dapat membantu mengurangi ketidakpastian
terkait tenurial ketika hak konsesi diberikan.
Selain mengakui hak de jure pengguna lokal
hutan, pemerintah dapat memastikan untuk
mempertimbangkan batas-batas hak de facto
pengguna sebelum menentukan batas bagi wilayah
konsesi, sehingga menghindari tumpang-tindah
hak dan mengurangi risiko sengketa perbatasan
antara konsesi dan pengguna hutan lokal. Faktor
lain yang mempengaruhi hasil konsesi adalah
ukuran konsesi tersebut, dan hal ini sebaiknya
dipertimbangkan dalam mengalokasikan hak
konsesi (Karsenty dkk. 2008). Pilihan kebijakan
lainnya adalah untuk mengalokasikan lahan konsesi
masyarakat. Hal ini telah diusahakan di Petén,
Guatemala, dan juga di seluruh Bolivia melalui
apa yang dikenal dengan Asociaciones Sociales del
Lugar (ASL).

Bray dkk. (2008) telah meneliti dampak lingkungan
dan sosial dari konsesi masyarakat di Guatemala
dengan menggunakan data yang tersedia dan
pengindraan jarak jauh, yang bertujuan untuk
membandingkan konsesi masyarakat ini terhadap
“wilayah yang sangat dilindungi”. Mereka
mendapatkan bahwa tidak terdapat perbedaan
yang signifikan dalam hal deforestasi antara
lahan konsesi masyarakat dengan “wilayah yang
sangat dilindungi”, namun mengakui bahwa
“jaringan bukti” yang terpisah dari penelitian
mereka menunjukkan bahwa konsesi masyarakat
memiliki hasil ekonomi yang lebih baik (lihat
juga Ellis dan Porter-Bolland (2008)). Mereka
juga menemukan bahwa masyarakat memperoleh
keuntungan ekonomi yang lebih besar dari
konsesi masyarakat dibandingkan dengan apa
yang mereka dapatkan dari wilayah yang sangat
dilindungi, walaupun ini bukan merupakan
kesimpulan yang mendasar karena masyarakat
tidak dapat mengambil hasil hutan sama sekali

dari wilayah yang sangat dilindungi. Nittler

dan Tschinkel (2005) juga mempelajari konteks
masyarakat Guatemala. Berdasarkan data yang
tersedia mereka menemukan bahwa konsesi
masyarakat memberikan lebih banyak keuntungan
lingkungan dan sosial, seperti konservasi dan
pendapatan, dibandingkan pemanfaatan lahan yang
saling bersaing seperti taman nasional dan zona
multiguna. Mereka menemukan bahwa terdapat
dua hal penting untuk keberhasilan konsesi
masyarakat. Pertama, masyarakat harus bekerja
sama. Sering kali masyarakat bersifat heterogen
(dengan beragam bahasa pada wilayah yang kecil),
dan hal ini dapat menghambat kerjasama. Ketika
masyarakat telah bekerja sama untuk membentuk
bisnis berbasis hutan, mereka telah memiliki
sumber pendapatan dan memperoleh keuntungan.
Ke dua, harus terdapat tata kelola yang kuat dan
dukungan besar dari pihak luar bagi masyarakat
dalam mengembangkan industri mereka. Ezzinede
Blas dkk. (2011) menemukan bahwa ketika konflik
terjadi terus-menerus, tata kelola yang buruk akan
terus berlangsung dan konflik lebih lanjut akan
muncul, seperti yang terjadi di Kamerun. Mereka
berpendapat bahwa lemahnya tata kelola dari
skema pembagian keuntungan serta kurangnya
transparansi dalam transaksi dapat menyebabkan
konflik lanjutan. Dalam hal inj, tata kelola yang
buruk pada tingkat lokal dapat berlangsung terus-
menerus dengan sendirinya, dan oleh karena itu
pemerintah pusat harus menjadi sarana dalam
berbagai strategi untuk meningkatkan kondisi tata
kelola lokal.

de Jong dkk. (2006) mempelajari sejumlah

konsesi ASL (Asociaciones Sociales del Lugar) di
Bolivia untuk mengukur keberhasilannya. Mereka
menyimpulkan bahwa ketika terdapat sumber daya
yang berharga secara ekonomis, elit lokal maupun
pihak luar akan berusaha mengendalikannya.

Oleh karena itu, pengelolaan hutan masyarakat
melalui konsesi masyarakat sangat rawan untuk
diambil alih dan harus dilindungi dengan tata
kelola yang ketat. Pacheco (2005) membahas lebih
lanjut tentang sejumlah persyaratan ini, masih
dalam konteks Bolivia. Penelitiannya menunjukkan
bahwa sistem konsesi (ASL) di Bolivia tidak
berhasil seperti yang diharapkan karena rumitnya
birokrasi. Untuk dapat berpartisipasi, masyarakat
harus memenuhi banyak persyaratan, termasuk



membuktikan sebagai penghuni di suatu wilayah
dan menunjukkan bahwa sejumlah tertentu dari
penghuninya adalah bagian dari kelompok mereka,
banyak yang tidak bisa memenubhi persyaratan

ini. Banyak permohonan ASL yang bahkan tidak
diproses oleh pemerintah, dan hasilnya adalah
pembalakan liar. Keuntungan dari tata pengaturan
ini masih belum jelas, dan masih banyak
pertanyaan tersisa untuk penelitian lebih lanjut.

Terakhir, bahkan jika transisi dari tenurial saat ini
berlanjut - di mana daerah hutan yang dimiliki
masyarakat meningkat dengan berkurangnya
kepemilikan pemerintah atas sumber daya —

dan masyarakat pedalaman memperoleh hak
kepemilikan yang jauh lebih jelas dan pasti, ini
hanya merupakan langkah awal menuju pembagian
keuntungan yang lebih berkesetaraan. Untuk
meningkatkan posisi kurang menguntungkan
yang telah diwarisi oleh masyarakat penghuni
hutan, khususnya dalam hal kurangnya peluang
untuk mengembangkan sumber daya manusia,
kami percaya bahwa pemerintah perlu untuk
secara aktif mendorong tercapainya ketentuan
kerjasama yang lebih setara antara masyarakat
lokal dan para pemegang konsesi komersial.
Keterlibatan secara aktif dari beberapa pemerintah
lokal di Indonesia menunjukkan bagaimana posisi
negosiasi masyarakat lokal dapat diperkuat ketika
otoritas pemerintah ikut berpihak pada mereka
(Obidzinski dan Barr 2001, Palmer 2004). Berperan
sebagai ‘pengatur pasif’ saja tidaklah cukup untuk
memberikan posisi yang sama kepada masyarakat
lokal dalam negosiasi dengan perusahaan kayu.

6.2 Kebijakan Desentralisasi

Ketika pemerintah nasional memutuskan untuk
mendesentralisasi pengaturan tata kelola hutan

- dengan menransfer hak-hak khusus, tanggung
jawab dan sumber daya dari pusat ke tingkat

yang lebih lokal - keputusan ini sering mengubah
keseimbangan kekuasaan di sektor kehutanan
tersebut (Ribot 2002, Larson dkk. 2008). Pada
konfigurasi kebijakan yang baru sejumlah aktor
yang muncul sebagai akibat dari reformasi
desentralisasi, pemerintah lokal menjadi aktor yang
lebih penting. Bagi masyarakat lokal, yang mencoba
mempertahankan hak dan legitimasi mereka
sebagai pengguna hutan, kebijakan bentang alam
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yang baru memberikan peluang untuk menciptakan
aliansi strategis yang baru dengan otoritas
pemerintah yang terdesentralisasi.

Masyarakat lokal dapat memperkuat posisi mereka
melalui konsesi pengusahaan kayu jika pemerintah
lokal, yang diperkuat dengan adanya reformasi
desentralisasi, mendukung klaim masyarakat.
Namun demikian, kemungkinan hal ini terjadi
akan bergantung pada beberapa faktor kontekstual,
seperti sejauh mana pemerintah daerah ke bawah
bertanggung jawab terhadap kelompok pengguna
hutan lokal (Agrawal dan Ribot 1999, Andersson
dkk. 2006) dan ke atas bertanggung jawab pada
otoritas pemerintah yang mengharapkan agar
rezim desentralisasi dapat mendukung sumber
daya masyarakat lokal (Andersson 2003). Tanggung
jawab ke bawah pemerintah daerah, sebaliknya,
difasilitasi oleh pemilihan lokal yang kompetitif dan
demokratis, juga tingkat kekuatan organisasi yang
mewakili kepentingan kelompok pengguna hutan
lokal (Gibson dan Lehoucq 2003, Cerutti dkk.
2010) adapun tanggung jawab ke atas bergantung
pada usaha dari atas ke bawah untuk memantau
performa lokal (Andersson 2006).

Hal ini berarti bahwa pada tempat-tempat di mana
aktor pemerintah daerah dan kepentingan mereka
lebih sejalan dengan konsesi kayu, desentralisasi
dapat merugikan klaim masyarakat lokal. Arah
dari efek reformasi desentralisasi terhadap posisi
masyarakat lokal dirangkum menjadi politik lokal
dan bagaimana ini akan dimanifestasikan menjadi
suatu mekanisme pertanggungjawaban. Lebih
khusus lagi, sejauh mana masyarakat lokal akan
dapat meyakinkan otoritas pemerintah daerah
untuk berdampingan dengan mereka daripada
dengan pemegang konsesi kayu sebagian besar
bergantung pada sumber daya politik relatif dari
pelaku-pelaku yang mewakili politikus lokal.

Walaupun hanya terdapat sedikit dukungan teoretis
untuk harapan a priori bahwa desentralisasi akan
selalu membantu posisi kelompok pengguna

lokal, sejumlah penelitian empiris yang telah
mempelajari hubungan ini menemukan adanya efek
desentralisasi yang sebagian besar positif terhadap
posisi kelompok pengguna hutan lokal (Obidzinski
dan Barr, 2001, Carney dkk. 2005). Terdapat juga
bukti bahwa pemerintah daerah dapat menjadi
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mediator bagi kepentingan masyarakat ketika
terjadi konflik. Dalam kasus ini, nampak bahwa
politikus lokal telah menyadari adanya insentif
politik yang lebih kuat untuk mengakomodir
kebutuhan dari pemilih yang diwakili oleh
kelompok pengguna hutan dibandingkan dengan
insentif keuangan yang terkait dengan melayani
industri kayu (Marfo dkk. 2010). Namun demikian,
temuan ini tidak mewakili kecenderungan umum,
dan penyimpulan dampak positif desentralisasi
terhadap hasil berkesetaraan dalam hubungan
konsesi-masyarakat haruslah dilakukan dengan
hati-hati. Dibutuhkan investigasi yang lebih
sistematik yang bergantung pada lebih banyak unit
contoh yang mewakili dari jurisdiksi lokal untuk
membenarkan pola tersebut.

Salah satu isu yang harus dihadapi oleh para
reformator di bidang ini adalah kemungkinan
terjadinya konflik antara definisi pemerintah
daerah dan pusat tentang kawasan hak kepemilikan
(Yasmi dkk. 2005). Apabila desentralisasi

berhasil membawa pemerintah lebih dekat ke
masyarakat, maka akan terdapat lebih banyak
kelompok pengguna sumber daya lokal yang
sebelumnya tersisih dari proses politik, sekarang
dapat menuntut dan mempertahankan kawasan
hak kepemilikan lahan de facto mereka melalui
kerjasama dengan otoritas pemerintah daerah. Hal
ini dapat dilihat sebagai ancaman terhadap kawasan
hak kepemilikan de jure dan semua aktor berkuasa
yang sudah ada, dan yang mengambil keuntungan
dari penguasa yang tengah memerintah (status
quo). Apabila aktor-aktor penguasa ini terancam,
maka kemungkinan konflik yang timbul akan
rumit, panjang dan sangat mengganggu para
pengguna hutan karena ketidakpastian akan
meningkat. Yasmi dkk. (2005) mengemukakan
bahwa desentralisasi berlangsung secara tidak
seragam, dan dengan hasil yang bervariasi. Lebih
khusus lagi, meskipun dalam teori desentralisasi
akan meningkatkan akuntabilitas masyarakat
dengan menjadikan pemerintah lebih dekat

pada mereka, pemerintah daerah juga berisiko
kekurangan dana untuk menghantarkan pelayanan
yang diperlukan (McCarthy 2001). Sebagai contoh,
terdapat kasus di mana mereka menemukan bahwa
masyarakat seolah-olah memiliki otonomi terhadap
tata kelola hutan, padahal dalam kenyataannya
hanya sekelompol kecil elit dan pebisnis yang
membuat sejumlah keputusan penting.

Kami melihat adanya dua kemungkinan cara
untuk mengatasi masalah ini. Pertama, kekuatan
dapat dialihkan sampai titik di mana pemerintah
daerah secara utuh bertanggung jawab dalam
menetapkan dan menata perbatasan konsesi kayu.
Hal ini nampaknya tidak akan terjadi mengingat
pemerintah pusat akan kehilangan kendali pada
salah satu sumber pendapatan terbesar dari sektor
kehutanan. Ke dua, dan yang lebih merupakan
solusi yang logis, adalah bahwa pemerintah pusat
tetap memiliki hak untuk menetapkan konsesi
kayu, namun dipersyaratkan untuk memastikan
adanya persetujuan dari pemerintah daerah untuk
menjamin bahwa tidak terdapat konflik yang
bermasalah antar hak kepemilikan de facto dan de
jure di lapangan.

6.3 Peraturan dan Standar yang
Terpusat

Untuk melangkah maju pada ketentuan kerja

sama yang lebih berkesetaraan antara perusahaan
kayu dan masyarakat pengguna lokal, kami
memahami bahwa terdapat peran penting yang
dimainkan para aktor kebijakan di berbagai tingkat.
Beberapa tanggung jawab tata kelola paling baik
jika ditangani oleh pemerintah daerah, sedangkan
sebagian lagi tidak sesuai. Sebagai contoh,

mungkin bukan merupakan hal yang tepat bagi
pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan
apa pun terkait penetapan konsesi kayu pada
wilayah mereka, karena dengan demikian akan
menghilangkan kemungkinan untuk meningkatkan
akuntabilitas. Oleh karena itu, intervensi yang

akan memperkuat posisi kelompok pengguna

lokal merupakan kombinasi dari a) peraturan

dan standar terpusat tentang pembentukan
kemitraan masyarakat dan konsesi, dan b) mandat
desentralisasi untuk mendukung dan mengawasi
berjalannya kemitraan tersebut.

Peran lain dari standar dan peraturan yang terpusat
adalah untuk mendorong kerangka kerja sertifikasi.
Ketika program sertifikasi menjadi hal yang
diinginkan, posisi tawar masyarakat meningkat,
karena perusahaan berusaha untuk memenuhi
standar (Nawir dkk. 2003). Sertifikasi dapat
menjadi insentif bagi perlindungan hak lokal dan
menjamin bahwa terdapat mekanisme penyelesaian
konflik dalam konsesi. Secara empiris, kemitraan
yang melibatkan aktor-aktor perusahaan telah



terpenuhi dengan berbagai kegiatan yang juga
menargetkan sertifikasi (World Bank 2009).

Di Indonesia terdapat dua jenis konsesi. Konsesi
IPPK (tidak lagi digunakan pada saat penulisan
ini) merupakan konsesi masyarakat yang hanya
berlaku beberapa tahun saja. Konsesi HPH
merupakan pengusahaan konsesi berjangka
panjang. Keduanya mempersyaratkan pemenuhan
beberapa standar, khususnya terkait dengan hak
kepemilikan yang jelas (Kellert dkk. 2000). Lebih
lanjut lagi terdapat beberapa standar yang harus
dipatuhi oleh perusahaan dalam mengambil kayu
dan berhubungan dengan masyarakat, khususnya
dalam konsesi HPH (Iskandar dkk. 2009). Oleh
karena itu, masyarakat dapat memiliki posisi yang
lebih baik untuk menuntut hak kepemilikan ketika
pemerintah pusat menerapkan praktik-praktik
standar. Jasa lingkungan juga dapat ditingkatkan
jika praktik-praktik kelestarian juga dipersyaratkan
dan dipantau secara efektif (Boscolo dkk. 2009).
Scherr dkk. (2004) berpendapat bahwa pemerintah
pusat harus menyediakan bantuan teknis kepada
masyarakat untuk memperkuat kapasitas
pengelolaan hutan mereka.

Peran lain dari peraturan yang terpusat

terkait dengan pengenalan langkah-langkah
penanggulangan yang potensial untuk menghindari
pengambilan keuntungan oleh elit lokal. Bahkan
pada kasus di mana masyarakat dapat mencapai
kesepakatan yang menguntungkan dengan konsesi
kayu, keuntungan tersebut mungkin tidak akan
mengalir ke masyarakat secara keseluruhan,
melainkan ke sejumlah kecil anggota elit.

Terdapat bukti empiris bahwa perampasan elit

ini merupakan sebuah masalah. Tokede dkk.
(2005) menemukan bahwa perampasan oleh para
elit merupakan hambatan yang signifikan dalam
mencapai tujuan mendasar untuk memajukan
kemitraan antara masyarakat dan pemegang
konsesi: untuk meningkatkan pengembangan
masyarakat. Penelitian mereka menemukan bahwa
walaupun kemitraan sering kali meningkatkan
keterlibatan langsung masyarakat lokal dalam
pengelolaan hutan dan menyediakan keuntungan
jangka pendek yang sangat dibutuhkan, mereka

Menuju Bentuk Kerjasama yang Lebih Berkesetaraan

juga mengamati bahwa “keuntungan yang
diperoleh dari penerimaan kayu tidak dibagi secara
adil di antara masyarakat lokal dan sejumlah

aktor lain yang terlibat dalam bisnis kayu. Sebagai
akibatnya, kerjasama masyarakat kehutanan

belum berkontribusi bagi pembangunan yang
berkesetaraan dan berkelanjutan untuk masyarakat
lokal” Sommerville dkk. (2010) menemukan bahwa
program yang mendorong pembayaran untuk jasa
lingkungan dapat menghasilkan keuntungan bersih
bagi masyarakat. Namun demikian, meskipun
secara umum terdapat keuntungan bersih,

anggota masyarakat yang memiliki biaya alternatif
terbesar, misalnya, pertanian, tidak mendapatkan
kompensasi yang sesuai dengan kerugian mereka.
Hal ini menggarisbawahi pentingnya memandang
masyarakat sebagai suatu kelompok heterogen
dengan berbagai kepentingan dan kebutuhan yang
saling bersaing secara internal.

Masalah ini dapat merupakan hal yang lazim

bagi masyarakat pengguna hutan, namun sekali
lagi, terdapat beberapa penelitian sistematik yang
mengukur seberapa besar umumnya perampasan
oleh sejumlah elit terjadi dalam pengelolaan
sumber daya alam berbasis masyarakat (Andersson
dan Laerhoven 2007, Platteau 2004). Untuk
memastikan adanya hasil yang lebih berkesetaraan
dari kemitraan pada tingkat masyarakat, standar
yang terpusat yang menekankan prinsip-prinsip
kesetaraan dan keadilan sosial dalam badan-badan
pembuat keputusan setempat, mungkin dapat
berperan. Salah satu cara di mana standar untuk
pengaturan yang berkesetaraan dapat dilaksanakan
dijabarkan oleh Laplante dan Spears (2008). Para
penulis berpendapat bahwa perusahaan yang
bertanggung jawab secara sosial harus memperoleh
persetujuan atas dasar informasi awal tanpa
paksaan (free, prior, and informed consent) dari
masyarakat sebelum beroperasi. Pemerintah pusat
dapat mengambil langkah lebih lanjut dengan
memperoleh bukti dari persetujuan tersebut
sebelum mengeluarkan izin pembalakan. Namun
tantangan terbesar bukan terletak pada pembuatan
standar ini, tetapi pada bagaimana pemantauan dan
pelaksanaannya di lapangan.
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Kesimpulan

alaupun beberapa penelitian telah
mengamati hubungan antara
masyarakat dan pengelola konsesi di

berbagai belahan dunia, kesenjangan informasi
yang penting masih tetap ada. Pertama, hanya
terdapat sejumlah kecil penelitian yang mengamati
interaksi antara pengelola konsesi dan masyarakat
secara khusus. Lebih lanjut lagi, sebagian besar
penelitian yang kami temukan hanya berfokus

di Indonesia, dengan banyak wilayah yang telah
dipelajari. Oleh karenanya, bidang ini dapat
memperoleh lebih banyak manfaat dari analisis
komparatif. Ke dua, ketika beberapa penelitian telah
mengamati hubungan ini secara komprehensif,
sering kali dijumpai bias. Salah satu penelitian yang
paling lengkap tentang bagaimana masyarakat
merasakan dampak interaksi dengan para
pemegang konsesi (Nawir dkk. 2003) dilaksanakan
terhadap tiga perusahaan kayu. Perusahaan-
perusahaan ini dipilih di wilayah mereka, sehingga
secara sistematis kemungkinan akan berbeda dari
pengelola konsesi lain yang tidak dipilih pada
penelitian tersebut. Sementara itu, penelitian lain
tentang isu ini tidak memiliki jumlah contoh

yang cukup dari masyarakat pribumi dan lokal,
penelitian tersebut cenderung mengandalkan
pendapat para ahli saja (World Bank 2009). Oleh
karena itu, bagaimana sebenarnya sifat interaksi
yang terjadi tetap merupakan hal yang tidak

pasti, dan dibutuhkan penelitian lebih lanjut yang
akan menjawab berbagai pertanyaan ini dengan
mengikutsertakan pandangan anggota masyarakat
- terlepas dari kesediaan pengelola konsesi untuk
berpartisipasi dalam penelitian tersebut.

Identifikasi Kesenjangan Pengetahuan

Di antara sejumlah penelitian yang diamati, Mayers
dan Vermeuelen (2002) memberikan perlakuan
yang paling komprehensif terhadap berbagai
kemitraan yang saling menguntungkan, dengan
tantangan terkait, yang dapat dikembangkan

antara masyarakat dan perusahaan kayu. Setelah
menganalisis kasus-kasus interaksi antara
masyarakat dan perusahaan di berbagai belahan
dunia, penulis merangkum kondisi-kondisi di
mana perusahaan dan masyarakat bisa menang atau
kalah, dengan catatan bahwa hasilnya akan berbeda
bergantung pada ada-tidaknya kesepakatan. Dalam
kondisi bahan baku tidak dapat diakses, atau

ketika terdapat risiko tinggi terjadinya resistansi
oleh masyarakat, maka kemungkinan perusahaan
akan kalah jika tidak terdapat kesepakatan, di

sisi lain, perusahaan dapat tetap berada dalam
posisi yang baik tanpa membuat kesepakatan
apabila hanya terdapat tekanan lemah dari
masyarakat, atau jika membeli lahan melalui elit
lokal merupakan hal yang mudah. Kebalikan dari
situasi ini, perusahaan kemungkinan akan kalah
meski terdapat kesepakatan jika biaya transaksi
tinggi dan prosesnya sangat rumit, namun mereka
dapat mengambil keuntungan dari kesepakatan
apabila tata pengaturan tersebut membantu
memastikan bahan baku, tenaga kerja, atau ‘izin
sosial untuk beroperasi’ dari masyarakat, konsumen
maupun investor.

Masyarakat akan cenderung kalah tanpa adanya
kesepakatan apabila hanya terdapat sedikit
peluang penghidupan di wilayah tersebut, atau jika
tidak ada kemungkinan untuk mengembangkan
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lahan/pohon tanpa adanya perusahaan, namun
mereka dapat memperoleh keuntungan dari
kesepakatan apabila penetapan keputusan mereka
tidak dipengaruhi oleh agenda perusahaan,

dan penghidupan tidak dibatasi oleh strategi
tunggal (yang dapat menyebabkan peningkatan
kerentanan). Situasinya terbalik bagi masyarakat
yaitu mereka bisa kalah tanpa adanya kesepakatan,
jika mereka terjebak pada ketergantungan

atau dicurangi oleh perusahaan, atau ditekan
untuk pemanfaatan lahan yang tidak optimal.
Dengan adanya kesepakatan, mereka mungkin
akan menang dengan memperoleh penerimaan
tambahan tanpa adanya peluang lain, atau dengan
meningkatkan kapasitas mereka dalam proyek-
proyek pembangunan.

Dengan demikian, kondisi yang mempengaruhi
hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan bagi
perusahaan terlihat sederhana. Namun demikian,
pandangan masyarakat tetap merupakan hal yang
kabur, dan tetap tersisa beberapa pertanyaan.
Apakah yang menentukan biaya negosiasi bagi
masyarakat? Hal apakah yang membuat negosiasi
mereka menjadi lebih atau kurang berhasil?
Struktur kekuasaan dalam masyarakat yang seperti
apakah yang paling sesuai untuk negosiasi tersebut?
Sampai sejauh manakah lembaga masyarakat
berfungsi untuk menghasilkan suatu hasil, terlepas
dari kondisi sosial ekonomi (sampai sejauh mana
lembaga masyarakat berpengaruh?). Penelitian
lebih lanjut dengan data-data lapangan akan sangat
membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.

Topik lain yang belum diteliti adalah bagaimana
keuntungan didistribusikan di dalam masyarakat.
Mengingat bahwa masyarakat masih tidak terwakili
dengan baik dalam literatur pada umumnya,
nampaknya pemahaman dinamika pembagian
keuntungan dalam masyarakat merupakan hal
yang sangat penting, dan bagaimana dinamika

ini bervariasi dalam masyarakat yang berbeda.
Kami memperkirakan bahwa sejumlah elit
mengambil keuntungan sampai tingkatan tertentu,
namun kondisi yang bagaimanakah yang dapat

memperparah atau menghilangkan efek ini? Lebih
lanjut lagi: dengan cara bagaimana pengaturan
pembagian keuntungan dalam masyarakat
mempengaruhi kemampuan dan insentif bagi
mereka untuk aksi bersama? Penelitian tentang
kondisi kelembagaan yang mempengaruhi
pengambilan keuntungan oleh para elit akan
sangat bermanfaat untuk memahami dampak
sesungguhnya dari kemitraan masyarakat

dan perusahaan. Kemitraan yang nampaknya
mengalihkan keuntungan kepada, atau membagi
tanggung jawab dengan masyarakat, kemungkinan
sebenarnya tidaklah sebaik yang terlihat, apabila
anggota masyarakat tidak mendapat pembagian
keuntungan yang berkesetaraan. Sebagai tambahan,
dampak gender dari kemitraan masyarakat dan
perusahaan juga belum dipelajari, namun terdapat
bukti bahwa secara umum produksi kayu dapat
menimbulkan ketidaksetaraan gender. Veuthey
dan Gerber (2009) mendapatkan bahwa wanita
mungkin sama sekali tidak menerima keuntungan
dari produksi kayu, dan mungkin menanggung
biaya sosial, budaya dan ekonomi yang lebih besar
dari industri. Bagaimana kaitan antara kemitraan
masyarakat dan perusahaan dengan dinamika
gender ini?

Bidang penelitian ke tiga di masa depan adalah
peran struktur hak kepemilikan dalam menentukan
keberhasilan konsesi. Hak-hak apa sajakah yang
ada terhadap sumber daya, dan bagaimanakah
hak-hak tersebut dilaksanakan? Sebagai contoh,
apakah pemerintah mengalokasikan hak ekstraksi
kepada masyarakat ketika mereka sudah memiliki
hak atas lahan? Atau apakah hak ekstraksi terpisah
dari hak pengguna? Sebuah studi komparatif

yang mengamati berbagai tipe hak kepemilikan
berbeda yang ditetapkan oleh pemerintah pada
lahan konsesi akan sangat membantu memberi
arahan bagi pembuat kebijakan. Dalam literatur
terdapat bukti bahwa kepastian tenurial lahan
mempengaruhi pengelolaan lahan yang lebih baik,
namun hanya sedikit yang sudah diketahui tentang
tipe-tipe hak kepemilikan yang bagaimanakah yang
paling sesuai untuk konsesi hutan.
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Center for International Forestry Research

CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian yang
berorientasi pada kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR merupakan salah satu dari
15 pusat penelitian dalam Kelompok Konsultatif bagi Penelitian Pertanian International (Consultative Group on
International Agricultural Research — CGIAR). CIFOR berkantor pusat di Bogor, Indonesia dengan kantor wilayah di
Asia, Afrika dan Amerika Selatan.
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